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PENEGAKAN HUKUM DALAM LINGKUNGAN SOSIAL
MASYARAKAT dan SISTEM PERADILAN INDONESIA

Dendahplnan

Sebayaimana  kita aenﬁla telahl mengetahui, bahwa pepegakan hukum  adatah
1nerupakan satah satu usaha untuk menciptakan tata fortib, keamnanan dan ketenteraman dalam
tasyarakat, baik itu merupakan weaha pencegalian maupun nwrupakm pemberantasan alau
penindakan setclah lerjadinya pelangparan hukum dengan Jain perkataan, baik secara preventil
maupun represif.

Indonesia sebagai negarn hukam “rule of lew™ tentunya masyarakat sangat berharap
orhadap seliap hat - hat yang berkaitan dengan fukum itu besjalan scbagaimana mestinya. Hal
ini sesuai dengan pengertian dari negarz hukum tu sendirl yaito adanya pengskuan dan
petlindungan terhadap hak-hak asasi, legalitas dan tindakan negara/pemerintab datam artt
tindakan aparatur negara yang dapat dipsrianggungjawabkan secara hukum dan terjaminnya
peradilan yang bebas. _ _

Sepcrti yang kila lihat pada akhir-akhir ini, sunggub membuat Kita menjadi orang-
orang yang pesimis dan sefelah tidak percaya negara kita sebagai negara hukum. Saty
pertanyaan vang lumrah untukkita pertanyakan adalah apa kontribusi perangkat psrundang-
undangan kita dalam perekayasaan mencapai masyarakat asil dan makmur dalam konsep

negara hukum ini 7

© Pertanyann ind meajadi relevan dikemukakan manakala kita tidak melibal hukum dan
perondang-undangan it sshapai “etalaac” dan tidak juga sebagai norma yang berada di ruang
kosong, tefapi melihat hukum jtu scbagai sesuatu yang selaln mengada dan berinteraksi di
tengah dinamika kehidupan masyarakat.

Sebagai bekas negara jajahon, tungpakon sejarah yang belum lunas dibayar oleh
bangsa kila hingga saal inj adalah penggantian perundang-undangan yang beretos kolonial-



fendalistis dengan perundang-unclangan yang beretos egaltarian-demokratis sesuai dengan
matus bangsa yang merdeka dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, -
Jika demikian haliya siapa yang seyogyanya dapat “digngat” sccara moral dan
berfanggungjawab atas “hutang” yang tak kunjung tmpas im? Kalaulah kita menunjuk para
alili hukum sebagai tergugat pcrt#mm maka mercka akan mengajukan eksepsi dan menyatakan '
bahwa eecara konstitugional yang bertanggungjawab atas produk perundang-undangan di
negara kita adalah pemerintah dan DPR.‘ Atau kita kita dapal mengatakan kepada Badan
Pembinaan Hukam Nasionat schagai ingtitusi yung scsuai dengan predikatnya yang tidak dapat
melepaskan tanggungjawabnya dalam masalah maju-mundumnys hukam dan perumpdang-
undangan di negara kita. Begitn pula para pencgak hukum yang banyak merasakan
hagaimana perundanp-undangan yang tidak responsif dan berbagai faktor kendala penggakan
| peradifan dalam realitas sosial dewasa ini. Apa refleksi, vespon dan umpan balik mereka ;
karena terlalu naif jika meceka juga tidak merasa bertanggungiawab dalam “krisss™ i , bahkan
jebih ironis lagi jika mereka tidak merasakan adanya “huiang” tersebut, '
Bagi mayotitas masyarakat kita, dalam menanggapi maslah ini tentunva akan
melontarkan berbagai jawaban yang berbeda, sambil menungen Jan adanya snatu kebijakan,
perubahian dan jaminap dari pegaranya. Entah sampa kapan hmggnng'wakm yang moereka
lvnpgu ilu dapat terwujud, sedangkan komplels permasalaban hukwn dan perunding-
undanpgan semcntara terkail dengan perdindunpan hak dan keadilan sebagai  kebutuhan asasi
segCnap warga masyatakal,
Jerilan banyak warga masyarakat y'an.g mendambakan keadilan, kadang kala menjady
iidak terdengar karcna diterpa hiruk-pikuknya isu-isu besar dan slogan-slogan bombautis scria
gemurnhaya angin demokeasi dan teformasi,. Jeritan keadilan rakyat kecil sering jupa *
diredam” oleh masih adanya intimidasi-intinddasi dengan berbagai coraknya, serts menjadi
sayup akibat ketidakmampuan mereka secara chonomis mavpun politik rerta ketidaktahwan
mercka akan jaminan hak-hak divicys atau adanya perlindungan hukom balkan acapkali
diangpap berita keed dibanding pembicaraan tentang anggaran-anggaran pemcrintab, kenaikan
harga-harga, percekookan pimpinan-pimpinan paclai, dan lain scbagainya. Ironisnya yang
maenjadi pﬁ@ﬂbah timhulnya. ketidakadidan itn seringkali adalah undang~undangnya dan dari
para penegak hakum itu sendiri.




Dari rangkaian cerita b atas, penulis akan mengajukan beberapa permasalahan yang

nantinya akan dibahas pada hataman-halaman berikutsya, yaitu
herikan kepastian bagi tegaknya

5 aktor apa yenyg menycbabkan melemahnya fungsi p'unegakan hukum di ndonesia ?

1. Sejauhmana huknm tersebiol mem hukum di masyarakat?



1. SEJAUH MANA HUK UM TFRSEBUT MEMBERI KEPASTIAN BAGI TEGAKNY A
HUKUM DI MASYARAK AT ?

Pendekatan

Megara Republik [ndenesia menumut UUD 1945 adalah sautu negara hukum vaitu
suaty pegara yang berdasarkan atas hokum (Hechtsiant) dan fidak atas kekuasaan helaka
{Machtstaat), Sebagai suztu negara yang berdasarkan atas hukum itu maka prinsip “Rule of
Law™ har‘l.is dipegang sceara brguh, prinsip ini tetieima dalam tiga unsw utama.( Joko Prakoso,
Fiksigiensi Jaksa di tengab-tengah snasyarakat ; hal, 77) yaitw ;

1. Penpakuan dan peslindungan hak-hal. asasi manusia;
2. Peradilan yang bebas dan tidok memihak:
3. Legalitas ﬂaiﬂm arli hwkum, baik {formil mavpun materil,

Pansip~prinsip tersebul dui atas hacuskah ditafsirkan secara dinamis dan positit’ oleh
- karena di dalam pelaksannannya menghendaki babwa hukum perfu senantiasa disesuaikan
dengan perkembangan keadaan, kebutuhan, dan aspirasi i dalam masyarakat, Apabila hal ini
Jiwujudkan maka merupakan alat yang penting untuk mencapai tijuan, yakni mencipsakan
svalu ikim vang menguniungkan sehinppa dapat membantu kelancaran usaha-usaha
pembangunan dalam rangka penegakan hukom.

Usaba-ussha  pembingwnan disini < arahkan agar hukwm  mampu  memenuhi
kebutuhan seauai dengan fingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, Schingga dapatlah
diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam mempaﬂ:muar pelaksanaan pembangunan.,

Adapun fujuan dary proses pencgakan hukum itu sondiri yang akan memberikan
jaminan terfaksananya pemgrataan keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat
mannsia, ketertiban, ketenterarnan dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar
19435, _

I1al ini juga tertulis dalam Garis-garis Beaﬁr Haluan Negara 1998 dimana sasaran bidang
pembangunnan jangka panjang kedua datam bidang hukum  dikatakan, “Terbentuknya dan
berfungsinya sistern hukurn nasional yang mantap berdasatkan Pancasila dan UUD 1945,
denpan memperhatikan kerhajemukan tatanan hukum yang berjaku, yang mampu menjamin



cpastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan <an
kebenaran, serta mampru mengamankan dan meoadukung pembangunan nasional yang
didukung oleh aparatur bulwm, arana dan prasarana yang memacdai seria masyarakat vang
gadar akan hukum®.

Untunk merealisasikan maksud dun tujuan teschut hal ini tidak terlepas dari sikap pro-
akéif pemerintal  tcrutama hparahu' penegak hukumnva, Oleh karema ity polaksanaan
penegakan hukum harus berjalan sedemikian rupa sehinpga sasaran dan keselarasan dagd
tujuan hukum yang hendak, dicapai dapat (erejud, yaitu dimanas adanya kescimbangan antara
hukum yang beslaku denpan wilai-niai yang hidup di magyarakat.

Penegak Hukum
Unluk memyaga pelaksapaan hukum terscbot aepcnuhnjfa digerahkan kepada apacatur -

penegak hukum . Aparat penepak hukum ilu adalah yang mempunyai kekuasaan ataw
ciberikannya kekuasaan, “[ikum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuaszan tanpa
hukumm adalah kelaliman™ (B, Otje Salman, Ikhtisar Filsafat Hokwm; hal 31). Oleh karenanya
intara bukum dengan kekoasaan adalah sualo bagian yang bergandengan. Pada hukom
memang terdapal kekoasaann, dan hukum baru dapat begjalan kalas adanya kekuasaan. Apabila
masing-masing berdini sendiri, make berlakunya akan ingidental, tidak mampu bm‘tah#ﬂ Lama;
tidak sempurnatah hukum fts, apabila ia tidak mengandung kekuasaan pada dirinya sebab ja
akan menjadi “hukum  yang lidak berdaya” untuk menjamin  periindungan terhadap
kepentingan-kepuntingan  masyarakal  yang  disturnya.  Jadi  kekuasaan diperlukan  bagi

Dengan berlakunya (U No. 8 tabun 31981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam UU
tcrsebut nampaknya tujuan mencapat ketertiiban dan kepastian hukum tidak lagi menjadi
fujuan ulara, melainkan yang dintamakan dan menjadi masalah dasar adalah bagaimartia
mencapai Wjnan lersebul kedemikian mapa sehingga perkosaan terhadap harkal dan martabat
manusia sgjauh mungkin dapat dibindarkan (IR, Socroso, hal 58),

Tuntutae vang cukup kual ravnjadi laniangsn bagi sparat pensgak hukum. Dalam '
GBHN dischutkan balwea usaha penegakan hukom jupa meliputi kemiatan peningkatan

Lepercayaan masvarakat terhadap hulim dan penegakspenegaknva. Penegak huksm vang
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dimakswd adalah. pencgak hukam scperfi vang terdapat dalam U1 No. R tahon 198'1.
Dikatakan yang discbut dengan aparatur penegak hukum di Indonesia adalah terdini dar
kepolisian, kejuksaan, pengadilan, lmﬁhaga permasyarakatan. Keempal aparal pencgak hukum
tersebut  memiliki hubungan yang sangal eral saiu sam;t lain, bahkin saling menentukan
meskipun adanya pembagion fungsi tugas dan wewenang antara instansi tersebul.

Melihat perkembangan masyarakal pada akhir-akhir ini, temdunya setiap aparat penegak

hukum fidek bisa menutup mata techadap persontan-persoalan sekecil apapun yang tengah

dihadapi magyarakat, Peckembangan kehidlupan masyarakai scharusnya dikuti pula olch’

perkembangan hukuem/aparsl i sendini sehingpa fidak ketinggalan dengan perkembangan
tersebut,Ih sampring ite perhs juga diadakan pembinaan dalam arti meningkatkan sikap mental

para penegak hukum apar sadar pada lugag dan kewajibannya menwnt ketenluan-ketentuan

yang berlaky. Seperti vang Jdiamanatkan olch Jaksa Agung Republik Indonesia, Ismail Saleh.

5.H., “scbagai aparaiur negara yang berlugas yoelayani inasyarakal, janpantah menmiliki sihap
masa hodo, sikap acuh-fak acﬁh.; lekas puas dird, janganlah memiliki sikap tradisional dan
irragional vang becebib-letdhan, vakni selalu menolak cara kerja baru, metode baru alau

sirtem incvasi baru™ (Joko Prakosa. hal 197).

I FAKTOR APA YANG MENYEBABKAN MELEMAIINYA  FUNGSI
PENEGAKAN HUKUM D INDONESIA ?

Faktor-fakior yang dapal menyebabkan kurang maksimalnya fungsi dari pencgakan
hukum di Indeonesia, dapat hemnnhef dari beberapa masalah yang sangal kmusial. Dar
berbagai macam hambatan tersebut dapat kita tuliskan disini beherapa hal, yaitu ; Undang-
undang i vendici, birokiasi, sistein peradilsn, aparat penegak hukom maupun kultar sosial
budaya vang hidup dalam masyarakal.

Dari berbagai masatah pensgakan hukur tersehil di atas, disini akan diwaikan tentang

sistern peraditan di Indonesa,

&



Sistzm Peradilon Indonesia

Sebagairnana dikelahwi sistem peradii:m kila adalah merupakan pencrusan dayd sistem
vang sudah ada ssheium kemerdekaan, Sistem peradilan lokal vang sempat cxist, misalnya
pengaditan swapraja 1idak dapat dipcriahankan lagi karena harus konsekwen pada “kesatuan
dan persatuan”, Pesluntya “kesatuan dan persatuan” ini divtamakan merupakan putusan politik
yanp harus diambil segern setelaly pcmyat;'mn kemerdekaan. Oleh Karean itu dalara mumusan
pasal I_aturan peraliban UUD 1945 menyatakan “Segala Badan Nepara dan Peraturan yang
ada masih langsung berdaky, sclama belum diadakan yang barn menurut UU ini™,

Schagai konsckucnsi konstitustonal ini, sistern peradilan kita selwuhnya mengikuti
sistern kolonial. Kebitaksanaan int sudah barang tentn membawa kosekuensi-konsckuensi
tertenin pula, minalnya keseseatanmya dengan kosep-konsep sosintogis dan filasofic its, ¥ alan
kita berbicara sistemm peradilan, uuﬁungguulmya pada saat yang sama kila hares beorbieara
mengenai kekupsaon kehakiman scbagai bagian dai kekvasaan negara. Oleh karena ilu
seyogianyalah bila berbicara sisem pm-aclilalnl imt dimuetar dari norma-norma dasar yinp

méngalur lentang kukuasann kehakiman dalam Yonstitusi, khususnya UUT 1945,

Kekuusaan Kehakimun

Ny 4as meng,alu;’ lentane kekuasaan kelakiman Jalam pagat 14. din 25 wvang
selanjutpya kedua pasal i manyalakan hahwh kekuaasaan kehakinan fodah kekuasaan vang
merdeka, artinya terdepas dani pengarub kekuasaan pemerintab, Berhulnmgan dengan iy harns
dindakan jaminan Jalarm undang-ondang  entang  kedudubkan para hakim. Pepgaluran
kekuasaan kehakiman dolam ULILY45 jlo secira singkal tdak  borartt banvak  kalau
dibandingkan dengam iugits-lugas vang harug ditakuhan schaga sabale sato funest hekuaspan
negara dalam sam nogava: hukum, Meminjam wtilab Prof. Dmar Scoo Aj (HUR 0, UULY K
berbicara sumir sekali mengenai peradilan bebas i (Pangoritman Tohnt, MP, Advekat dan
Conternpt of Cowrt 5 hal 9. Oleh kavena perenusan ying demikian sembuda peluang, baud
fungsi kekuasaan vang lairn datam hal ini poracrintah untuk mepafsishan kekuasaan kehakiman
vang merdeka u clalar-h perspeklil kekuasaun eksckulif yang menyimpang dari hakekat
konstitugi itu. Misalnys dalam Undang-undang No. 1870:14 tentanp ketentuan-ketentuan

Kekuasaan Kehakiman pasal 19, menentuban ;| "Domi kepentingan revolust, kehotmatim



Negara dan Bangsa atau kepenfingan masyarakat yang sangal incnddesak, Presiden dapal el
campuyr tangan dalam soal-soal pengadilan”. Aninya, pasal ini memberi kemungkinan secara
ckaplisit pada pnm-.;rrinlah uniuk moencampurt urusan pengadifan sckalipun ada kata-kata dav
* penjelasan dari pasat 24 dan 25 UJU1Y45 di atas.

Dengan begilu perlanyaas yang demikian sckarang mevakinkan kita secara hukum
babwa adanyva kemandirian kelsasaan kehakinran itn masih harns tergantung pada proges.
Mienura :;islam U435 di mana undapg—undmg dibuat olch pomnerinlah dae DPR, maka

lerganiung proscs politih yang mempengaculi kedua kekuasaan .

Memang hams Kita akii bakwa masalah kemanclirian kekuasaan kehakiman yang akan |

dituangkan dalam undang-omdang ito tidak hanva akan menghindar kemungkinan pengaruh
kekvasaan pemcriniah, (ciapi jupa masadah-roasalah penyalahpiinaan kehehasan itu oleh
hakim. Scbapai bakim yiwy, wongidili perkara tundok pada kehuasan kehakiman yang lebih
it melalui koreksn upaya hukim alagupun direklva-direktiva yang lain yang dimungkickan
menarut Dodang-undang 1985: 14 1endang, Mahkamah Apong. Akibat dari keadaan ini, sedng
terasn dalam praktek keterbatasan-keterbatasan vang terjadi lemiama ketika menyidangkan
kasuy vang discbnl puplic interest litigation surla pidana poliik. Konkiitnya, dalam prakick
misaloya bisa terjadi hakimy lebih melihal SEMA danpada undang-undang, Akibatnya,

keadlilars dan kebenaran e tgrasa semakin jauh dan kenyalaan karena sodalt menjadi stogan.

Tugns Sistem Perodilun dafam Penegakan Fukum

Kalau &t alas berbicara mungenai prinsip-prinsip kehuasaan kehakiman yang mandir
clany badimnyas, berihad 6 aean dibicarakan nchgenal bukumiaya yang :ﬁurupak:m iugas sislom
pecadilan v unick mencgakhansyva, Datam pasal 27 Undang-undang 1970: 14, ditentukan
babwa ¢ “lakins scbapai penepak hukum dan keadilan wajib menggali, mungkuti dan
merahami dilai-pial hohmp vang hidup dalam masyacakat™, (Pangaribuan T.ohot, MF, hal 9)

Kewafiban untuk mengeall hukum yang tiklak tortulis i, sesungpubaya  adalah
merupskan kewafiban konstitugional. Dalam penjelasan UTIIY 45 dischutkan balwea UL

ialah Hukum Dasar vang htulis, sedang disamping LU i berlaku juga Fukom Dasar yang

tidak tertulis, yaitn atan-aturan  dasar yong timbul dan ferpelibara dalam  prakick



penyelenggaraan negara, merkipun tidak fertulis. T ehil lanjet difelaskan, Balwa sifiar aturn

yang teetulis ity mengikal. Agar tidak lekas usang, maka dibual supel (elastie). Tadi sualu

aluran semaukin supel (clastis} somokin baik, Dalam mengisi kesupolan ilu povanan Iakim
membuat hukum vang wp-‘o-date sangat diharapkan. Sebab undang-undang vang tidak rinci
akan kurang bisa menjawabh perisliwa-putistina vang terus mseneriss muncul dan herkembang,

hasalahnva sckarang, bagaimana operasiovalisast fudue mende fow i, vong
sumbernya adalah™prakiik penyelonggaraan hegara” dan “nilai-nilai hukum vang hidup datam
nagyarakal”.

Pertanyann int semakin peniing karena sudaly sangat disadan bahwa hukom termiis
(kodilkas Gdak mampu ITIL‘.an‘-':ih segala-galanyva, (Taoganibuan Luhat, MDP, hal 18) |
hatena :

a. undung-unding cermekat tidak jelas, atau tidak selisla jolas;

h. undang-undang lidak mumben-tan i memang Bdak mungkin-peinecalan unduk sefiap
soal vang tenbul Jalam masyarakat harus berdasarkan kapﬁluamm_va. vomisnya, berdasar
ponilaian dan kebifaksanaan sendirl tentang apa yang mernpakan  “inist recht™, hukum
vang fepal bagi seol vang sedang, dthadapi;

e twmang benar, uidang-undang memberi peraloran uaus suatu porisiiwa loioma  (olap
peraturan ity Gidak Jenghap, sehingga Hakim harus mulenekapinya, atae undang-undang
senchint dengan lepas membori kebebasan kenpada Makum unink mensnmikan berdasar
penilaian sendisi tentang apa vang haras herlaka sebagar hukim,

do nndana-undome tdak menentekan dungan fepas uotuk hubungan-huboogan fwbwn vang
peraturannya hares dinsiapkan, sclama masih domdkian haloya, maka undang-indang
adalah lidok lennkap.

Demikianlah urnian-ticatan tentang peradilan kila pada masa kind, bahwa dari uraian

tersebut i alas myakaladh habwa untuk mencapasi cifa-cits’ bukum sghagaimana yang tertiiang, -

dalam LIPS maupun gl GHITIN. nasil baayak kckurangan dan kelemahan yang perlu

penataan kembali oleh pemerintaly dan 1DPR heserta aparai-aparalaya,
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